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perea mundus). Dl penCERlan bk s,
‘kadangkala memang merugikan pihak lain, akam By
hal itu adalah untuk melindungi kepentin " tetap
lebih besar. Hukum itu kadang memang kejian §
tetapi ia harus ditegakkan sesuai bunyinya (fex oy
tamen scripta). s
Kendati demikian dalam menegakkan |, |
terdapat tiga unsur yang selalu harus diperh Ulfum
oleh penegak hukum, yaitu kepastian hatlkan
(rechtssicherheit), kemanfaatan (zweck-mq 'Ukum
dan keadilan (gerechtigkeit). Hanya saja dalss,gkeit) |
nya.taannya tidaklah mudah untuk mengako;m 3
ketiga unsur tersebut dalam menegakkan h EdaSi
Mengutamakan kepastian hukum saja kad.au e
mengalahkan aspek keadilan dan kemanfaatan . |
lam penegakan hukum. Namun demikian ll:('h.
unsur tersebut di atas tetap harus diakom e: 83
secara- seimbang dalam penegakan hukum deo !
mengingat dan melihat peristiwa konkritnya., '

o :{u}l;l:l yang. d.itulis oleh Prof. Dr. H. Sadjijono,
e .dasm.,"ml membahas dan mengkaji hukum
- hUku;o ;n dan das sein. Menurut Penulis
e lte-rap.kjan oleh aparatur penegak

nyata terjadi jurang pemisah atau kesen-

jan
Jangan (gap) antara hukum yang seharusnya dan ke-

nyataan i
nya. Apabila kesenjangan antara das sollen

dan da in
S se erseb
in tersebut semakin lebar, maka akan
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menjadikan hukum

dapat melin
Terjadinyad ke
faktor, yaitu faktora
hukumnya sendiri,

adap hukum yang se .
Ketiga faktor penyebab terjadinya kesenjangan

llen dan das sein sebagaimana disampai-
but, tidak jauh berbeda dengan apa

oleh W Friedman, yang menya-

takan bahwa keberhasilan penegakan hukum ber-
gantung pada fakgi_gglitaisi__(hukumnya), faktor
struktur (penegak hukumnya) dan kultur (atau budaya
hukumnya). Ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh

dalam penegaka hukum, termasuk di Indonesia.
Berbagai aspek yang terkait penegakan hukum antara
das sollen dan das sein dikupas tuntas dalam buku ini,
sehingga layak dijadikan ceferensi oleh para akademisi
dan praktisi dalam memahami hukum dari perspektif
praktik hukum di Indonesia, baik untuk kebutuhan

penegakan dan pengembangan ilmu hukum.

senjangan tersebut

paratur penegak hukumnya, faktor
dan faktor kesadaran masyarakat

terh makin pudar.

antara das sO
kan Penulis terse
yang dlsalTIPalkan

Mataram, 31 Januari 2017
Salam Editor,

Dr. Atin Meriati Isnaini, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al
Azhar Mataram
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Dalam berbagai kepustakaan hukum sering-
kali dikatakan dan diajarkan kepada kita bahwa
hukum itu mempunyai dua sisi, yaitu hukum yang se-
harusnya (das sollen) dan hukum yang ada dalam ke-
nyataan hidup di masyarakat (das sein). Antara das
sollen dan das sein seringkali timbul jurang pemisah,
yang kadangkala sedemikian lebarnya, sehingga men-
jadikan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif.
Atau dengan perkataan lain hukum tersebut tidak
dapat ditegakkan dengan baik. Padahal, hukum harus
ditegakkan karena ia berfungsi sebagai perlindungan
bagi kepentingan manusia.

Manakala terjadi pelanggaran kepentingan ter-
sebut, maka penegakan hukum harus dilaksanakan
secara tegas dan konsisten. Setiap orang berharap agar
hukum diterapkan atau ditegakkan manakala terjadi
pelanggaran hukum. Bahkan jika langit hendak runtuh
pun hukum itu harus tetap ditegakkan (fiat justitia et

t-‘_'mj TS g el A .
- I K Sadjjere, S, i Hum,
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